Analisis Kebijakan di Tingkat Desa Dalam Pelaksanaan
Pembangunan Desa Dabulon yang Inklusif

Dabulon.simsa.id, Sabtu, ( 01/02/2025 ); Kebijakan di tingkat desa memainkan peran penting dalam
menentukan arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Desa Dabulon menjadi contoh
bagaimana kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Dalam wawancara eksklusif dengan Kontributor Sriwidadi, Kepala Desa

Dabulon, Anuar Sadat, menjelaskan berbagai aspek kebijakan desa yang sedang dijalankan.
Latar Belakang Kebijakan Desa di Dabulon

Sebagai bagian dari komitmen pembangunan berbasis masyarakat, Pemerintah Desa Dabulon telah
menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi, sosial, dan
infrastruktur desa. Kebijakan ini lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, serta sebagai upaya menjawab

tantangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat, menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bertumpu
pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat. “Kami
ingin memastikan bahwa setiap warga desa dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata,

sehingga tidak ada yang tertinggal,” ujar Anuar Sadat.




Tujuan dan Fungsi Kebijakan Desa Dabulon
Penerapan kebijakan di tingkat desa memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; Melalui program bantuan sosial, pelatihan
keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis desa.

2. Membangun Infrastruktur yang Memadai; Pengembangan jalan desa, fasilitas kesehatan, serta
sarana pendidikan guna mendukung kebutuhan masyarakat.

3. Mendorong Partisipasi Masyarakat; Melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang
memungkinkan warga turut serta dalam perumusan kebijakan.

4. Memastikan Pemerintahan yang Transparan; Dengan mengedepankan akuntabilitas dalam

penggunaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa.
Dampak yang Ditimbulkan oleh Kebijakan Desa

Pelaksanaan kebijakan desa yang inklusif telah memberikan berbagai dampak positif bagi masyarakat

Dabulon. Beberapa di antaranya adalah:

e Peningkatan Ekonomi Lokal: Program ketahanan pangan dengan memperhatikan kondisi
potensi lokal desa yang cukup mendukung baik di sektor pertanian, parkebunan maupun perikanan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan.

o Kearifan Lokal Desa: Dengan adanya pembangunan Gedung Balai Adat, masyarakat dapat
melestarikan adat istiadat dan budaya desa serta sebagai tempat pertemuan tokoh Adat dengan
masyarakat.

o Peningkatan Kesehatan Masyarakat: Pengadaan layanan kesehatan desa serta Posyandu yang
aktif membantu dalam penanganan kesehatan ibu dan anak.

e Pemerataan Pembangunan: Setiap dusun dalam wilayah Desa Dabulon mendapatkan perhatian

yang sama dalam pembangunan, memastikan tidak ada ketimpangan antarwilayah.




Peran Pemangku Kebijakan di Tingkat Desa

Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari peran aktif berbagai pemangku kepentingan,

termasuk:

1. Pemerintah Desa; Sebagai penggerak utama dalam implementasi kebijakan, memastikan
kebijakan berjalan sesuai dengan regulasi.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Berperan dalam fungsi kontrol dan pengawasan agar
kebijakan desa tetap berpihak pada masyarakat.

3. Masyarakat Desa; Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan sangat menentukan
keberhasilan kebijakan.

4. Pihak Eksternal (Lembaga dan Swasta), Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga terkait

mampu mempercepat realisasi program desa.
Peran Masyarakat dalam Menyikapi Kebijakan Desa

Masyarakat Desa Dabulon memiliki peran besar dalam menyikapi kebijakan yang diterapkan pemerintah

desa. Beberapa peran yang dapat dilakukan masyarakat antara lain:

e« Memberikan Masukan dan Kritik: Melalui Musyawarah Desa dan forum diskusi, masyarakat
dapat menyampaikan aspirasi, kritik, serta saran terkait kebijakan yang dijalankan.

o Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Program: Dengan keterlibatan aktif dalam program desa,
seperti pelatihan kewirausahaan, gotong royong pembangunan, serta kegiatan sosial.

e Mengawasi Implementasi Kebijakan: Masyarakat memiliki hak untuk memastikan bahwa dana
desa digunakan secara transparan dan tepat sasaran.

e Mendukung dan Menjalankan Program Desa: Kesuksesan kebijakan sangat bergantung pada

partisipasi masyarakat dalam menjalankan program-program yang telah dirancang.

Penutup

Kebijakan inklusif yang diterapkan di Desa Dabulon merupakan cerminan dari komitmen pemerintah
desa dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan,
diharapkan Desa Dabulon dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam menerapkan kebijakan

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pembangunan desa harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kami terus
mendorong keterlibatan semua pihak dalam pembangunan Dabulon agar desa ini semakin maju dan

mandiri,” tutup Anuar Sadat.
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